
Pemda Diminta Segerakan
Belanjakan APBD

NERACA

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mu-
hammad Tito Karnavian meminta belanja lewat ang-
garan pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak di-
tahan hingga akhir tahun. Mendagri dalam rilis di Ja-
karta, Senin, mengatakan APBD harus dibelanjakan se-
gera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekono-
mi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat meru-
pakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka
penangangan pandemi COVID-19.

“Belanja pemerintah ini, karena merupakan belan-
ja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan dan
dibelanjakan,” kata Mendagri. Mendagri mengatakan
belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk
membuat ketahanan ekonomi baik pusat maupun
daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD dapat me-
mancing swasta untuk ikut bergulir dalam pergerakan
ekonomi.

Ia menjelaskan adanya kecenderungan realisasi
penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan pada akhir
tahun. Untuk itu, ia meminta pada masa pandemi
COVID-19 kebiasaan tersebut diubah untuk mem-
bangkitkan ekonomi nasional secara bersama. “Kalau
dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka
tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih
dan bangkit melesat karena belanja pemerintah pada
masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” ucap-
nya.

Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga
dan belanja masyarakat merupakan kontributor tert-
inggi dalam pertumbuhan ekonomi. Dana yang ditu-
runkan pemerintah melalui program kegiatan dihara-
pkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang
berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertum-
buhan ekonomi.

“Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi,
maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, men-
stimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemer-
intah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah
tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih
bisa bangkit bergerak,” kata Mendagri.

Mendagri menjelaskan realisasi belanja kabupat-
en/kota yang dinilainya masih rendah, realisasi belan-
ja provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia baru
mencapai 24,41 persen. Rinciannya, realisasi APBD
provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabu-
paten/kota sebesar 23,22 persen.

Padahal, menurut Mendagri, idealnya pada perten-
gahan tahun realisasi belanja daerah sudah mencapai
minimal 40 hingga 50 persen. “Kita akan evaluasi terus,
ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, untuk
eksekusi program, tapi programnya kalau bisa padat karya
yang bisa dirasakan  masyarakat,” ujarnya. bari

Penghapusan BBM Premium Bakal
Menambah Beban Masyarakat

NERACA

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto me-
nyatakan tidak setuju dengan kebijakan terkait peng-
hapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 men-
datang karena berpotensi menambah beban perekono-
mian di tengah masyarakat.

Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Senin, menyatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat
sedang lemah karena terdampak pandemi COVID-19.
“Terkait rencana Premium dihapus 1 Januari 2022, ka-
mi tidak sependapat di tengah pandemi yang sekarang
ini,” ujar Mulyanto.

Sedangkan pada tahun 2022, masih menurut dia,
belum tentu pula terjadi pemulihan daya beli masya-
rakat tersebut. Mulyanto menegaskan dirinya bukan an-
ti pada BBM ramah lingkungan. Namun, dia minta
Pemerintah memikirkan solusi alternatif bagi ma-
syarakat bila ingin menghapus premium.

“Saya minta Pemerintah mencari solusi alternatif
yang lebih elegan agar tujuan menjaga kelestarian
lingkungan hidup tercapai namun beban hidup ma-
syarakat tidak bertambah,” tegasnya. Mulyanto juga
mempertanyakan apakah bentuj kompensasi atas
penugasan Pertamina untuk Premium ini dialihkan ke
BBM yang tersisa sehingga harganya setara harga pre-
mium. Untuk itu, ujar dia, pemerintah diminta untuk
mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah berencana
menghapus bahan bakar minyak bersubsidi jenis pre-
mium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada
tahun depan sebagai upaya mengurangi gas buang
emisi kendaraan bermotor. bari
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"RUU KUP terkait PPN
sembako tentu tidak semua.
Misalnya, barang-barang
kebutuhan pokok yang di-
jual di pasar tradisional ten-
tu tidak dikenakan PPN.
Beda ketika sembako yang
sifatnya premium," katanya
dalam paparan media se-
cara daring di Jakarta, Senin
(14/6).

Di sisi lain, Neil meny-
atakan dirinya belum dapat
menjelaskan secara lebih
lanjut mengenai tarif PPN
tersebut mengingat Ran-
cangan Undang-Undang
tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan

(KUP) masih perlu dibahas
bersama DPR RI. "Terkait
dengan tarif tentu saya tidak
bisa mendahului sebab
masih ada pembahasan
yang harus sama-sama ka-
mi ikuti," tegasnya.

Ia menjelaskan penge-
naan PPN ini dilatarbe-
lakangi oleh hadirnya dis-
torsi ekonomi seiring ada-
nya tax incidence sehingga
harga produk dalam negeri
tidak dapat bersaing dengan
produk impor. Kemudian,
juga pemungutan pajak
menjadi tidak efisien dan
pemberian fasilitas memer-
lukan surat keterangan be-
bas (SKB) dan surat keteran-
gan tidak dipungut (SKTD)

sehingga menimbulkan
cost administrasi.

Sementara itu, diband-
ingkan dengan negara lain
ternyata tarif PPN di Indo-
nesia termasuk relatif ren-
dah karena rata-rata tarif
PPN negara OECD menca-
pai 19 persen sedangkan ne-
gara BRICS sebesar 17 per-
sen. Tak hanya itu, pemerin-
tah juga menilai kurangnya
rasa keadilan karena objek
pajak yang dikonsumsi oleh
golongan penghasilan yang
berbeda ternyata sama-
sama dikecualikan dari pen-
genaan PPN.

Menurutnya, masyara-
kat berpenghasilan tinggi
atau golongan atas seharus-
nya memberikan kontribusi
pajak lebih besar daripada
masyarakat menengah ke
bawah. "Ini sesuai dengan
kebangsaan kita agar kita
bisa gotong royong lebih
baik lagi, berat sama dipikul
ringan sama dijinjing," ujar-
nya.

Ia melanjutkan sudah
banyak negara yang mener-
apkan kebijakan multitarif
PPN yakni golongan yang
memiliki ability to pay atas
barang kena pajak (BKP)
atau jasa kena pajak (JKP)
tertentu dikenai tarif lebih
tinggi. Ability to pay berkai-
tan dengan kemampuan
yang mengkonsumsi ba-
rang tersebut, sedangkan di
Indonesia selama ini pem-
berian pengecualian atau
fasilitas PPN dapat dinik-
mati oleh semua golongan
masyarakat.

Ia mencontohkan ba-
rang kebutuhan pokok be-
rupa daging yakni antara
daging wagyu dengan dag-
ing yang dijual di pasar tra-
disional selama ini sama-
sama tidak dikenakan PPN.
"Kita bisa melihat kadang-
kadang yang mampu itu jus-
tru tidak membayar PPN
karena mengonsumsi ba-
rang atau jasa yang tidak
dikenai PPN," katanya. bari

Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Neilmaldrin Noor menyebutkan pajak per-
tambahan nilai (PPN) hanya akan dikenakan
pada sembako yang bersifat premium. 

EVALUASI PEREKONOMIAN NASIONAL : Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri),
dan Ketua DK OJK Wimboh Santoso (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (14/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan triwu-
lan I tahun 2021. 
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DJP Sebut Pengenaan PPN untuk Sembako
Premium dan Pendidikan Komersil

Waspada, Pembeli Aset Asabri
dan Jiwasraya Rawan Digugat

NERACA

Jakarta  - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mela-
kukan pelelangan aset sitaan terkait dengan kasus Asab-
ri. Namun, muncul dugaan harta atau aset tersebut tidak
terkait kejahatan. Kejagung diketahui melakukan pros-
es pelelangan dengan melibatkan Pusat Pemulihan Aset
(PPA) Kejagung. PPA sudah koordinasi ke Kantor Jasa
Penilai Publik (KJPP) untuk menilai asetnya, nanti yang
lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang). 

Menyikapi rencana tersebut, Pakar Hukum Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih meni-
lai dasar hukum rencana Kejaksaan Agung melelang se-
jumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pen-
gelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri
(Persero) tidak memadai.

Alasannya, Korps Adhyaksa hanya merujuk kepa-
da Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang terbebani biaya pemeliharaan aset
sitaan. “Terlalu minim jika berpegangan pada KUHAP
saja, sementara korupsi ini kan sudah di luar KUHAP.
Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu
kan untuk mencuri biasa, pidana biasa,” kata Yenti,
seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Sementara dugaan adanya aset yang masih bersta-
tus utang dan tak terkait kasus korupsi, kata Yenti se-
harusnya tidak dipermasalahkan kejaksaan.  Artinya,
tidak dapat dilaksanakan eksekusi lelangnya (non-ex-
ecutable). Putusan non-executable antara lain diatur di
dalam pasal 39 KUHAP yang mengatur bahwa terhadap
pemilik barang bukti yang tidak terbukti mengadakan
“permufakatan jahat” dengan pelaku tindak pidana,
maka seharusnya barang bukti dikembalikan kepada
yang berhak/pemiliknya.

Jika kejaksaan mengacu pada Pasal 45 KUHP, lelang
tersebut harus ada persetujuan pemilik dan harus di-
hadiri oleh tersangka dalam pelelangan. Namun kejak-
saan diketahui tidak menghadirkan para tersangka. 

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul
Fickar pun senada dan mengatakan jika tidak sesuai
dengan hukum acara pelelangan itu tidak sah. "Apalagi
belum ada putusan pengadilan yang menyatakan
barang tersebut sebagai hasil dari kejahatan atau barang
bukti yang dapat diserahkan kepada negara. Jadi tidak
sah," ujar Fickar kepada wartawan pada Minggu 13 Juni
2021. bari

Donasi Vaksin Negara G7, Monopoli
Pengetahuan Dikontrol Negara Kaya

NERACA

Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai
aksi janji donasi ratusan juta dosis vaksin oleh negara-
negara kaya yang tergabung dalam G7 kepada negara
miskin tidak menghentikan ketimpangan akses vaksin
yang terjadi hari ini di dunia. Hal ini disampaikan dalam
merespon janji G7 yang akan menyumbangkan vaksin
sebanyak 1 Miliar dosis vaksin kepada negara miskin
hingga tahun 2023. 

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, meny-
atakan bahwa aksi donasi tersebut Hanya akan menim-
bulkan ketergantungan baru negara berkembang dan
miskin atas kontrol produksi dan keuangan negara kaya. 

“Monopoli pengetahuan tetap dikontrol oleh ne-
gara kaya yang berkolaborasi dengan perusahaan far-
masi besar yang kerap mengambil kesempatan diatas
masalah kemanusiaan. Apalagi sumbangan vaksin ke-
banyakan dilakukan atas kesepakatan bilateral”, tegas-
nya, sebagaimana dikutip dalam keterangannya, ke-
marin.  

Lebih lanjut Rachmi menjelaskan bahwa ketimpan-
gan akses vaksin dan obat-obatan untuk Covid19 hanya
bisa dijawab dengan TRIPS Waiver dan akses adil pada
know-how dan teknologi. Saat ini, pembahasan
Proposal TRIPS Waiver yang tengah berlangsung di TR-
IPS Council WTO akan memasuki text based negotia-
tion yang dimulai pada 17 Juni 2021, dan negara pen-
dukung TRIPS Waiver (Co-Sponsor) meminta agar
penyelesaian negosiasi dapat dilakukan sebelum tang-
gal 21Juli 2021 pada saat pelaksanaan rapat General-
Council WTO. Beberapa negara seperti EU, UK, dan
Swiss, termasuk Jepang dan Korea, yang masih belum
yakin dengan proposal TRIPS Waiver tetap akan ikut
terlibat dalam pembahasan teks. bari

NERACA

Jakarta - Menteri Ke-
uangan (Menkeu) Sri Mul-
yani menyampaikan pe-
merintah terus berusaha
melakukan pendalaman
pasar keuangan guna mem-
inimalisir dampak dari cap-
ital outflow atau aliran
modal keluar asing.

Menkeu Sri Mulyani
mengatakan ekspektasi
pemulihan ekonomi yang
cepat dan nyata mem-
berikan dampak dari sisi
inflasi yang meningkat di
Amerika Serikat (AS) dan
potensi response policy
memicu outflow dari se-
mua emerging market, ter-

masuk Indonesia.
“Saat capital outflow ter-

jadi, itu menekan nilai tukar
dan Surat Berharga Negara
(SBN). Kita terus berusaha
melakukan pendalaman
pasar sektor keuangan se-
hingga dampak dari spill
over dari negara lain itu bisa
diminimalkan,” kata Men-
keu Sri Mulyani saat Raker
bersama Komisi XI DPR RI
di Jakarta, Senin (14/6).

Menkeu Sri Mulyani
mengatakan pihaknya juga
mewaspadai potensi penu-
runan daya dukung investor
global untuk pembiayaan
defisit fiskal dari sisi pasar
SBN, sehingga pemerintah
juga akan melakukan pen-

guatan dari sektor fiskal dan
potensi pembiayaan.

“Saat ini kami masih me-
miliki Surat Keputusan Ber-
sama (SKB) dari Pak
Gubernur (BI) yang bisa
melakukan langkah sebagai
standy buyer tapi kita perlu
mengembalikan dan me-
lakukan penguatan fiskal
dan potensi pembiayaan,”
ujar Sri Mulyani.

Kemudian Komite Sta-
bilitas Sistem Keuangan
(KSSK) juga mewaspadai
dampak dan kecepatan
pemulihan sektor korporasi
yang berbeda-beda akibat
COVID-19. Menkeu men-
gatakan ada korporasi yang
kontribusi pertumbuhan-

nya tinggi dan ada yang
masih rendah, sehingga
KSSK melakukan analisa
sektor rill untuk memetakan
dampak yang ditimbulkan
sektor rill dan korporasi.

“Hingga Mei, sektor ko-
rporasi belum mengalami
pemulihan secepat yang di-
harapkan. Beberapa korpo-
rasi dengan pemulihan yang
lambat berpotensi mem-
berikan spill over ke sektor
keuangan, seperti tourism,”
jelas Sri Mulyani.

Selain itu, KSSK juga akan
melakukan intervensi. bari

Kemenkeu Mewaspadai Dampak Capital Outflow

P E N G U M U M A N
Kami selaku Likuidator dari PT Asia Dwimitra Industri (dalam likuidasi), berkedudukan di 
Kabupaten Tangerang (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf b. dari UUPT.
Tangerang, 15 Juni 2021

Likuidator PT ASIA DWIMITRA INDUSTRI (dalam likuidasi)
Jalan Raya Legok Km. 6,2 Desa Cijantra

Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang

Likuidator telah mempersiapkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dari 
Perseroan (“Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi”) dengan memperhatikan 
ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
a.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan
b.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat  
     Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000  
     tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan  
     Pajak dengan Surat Paksa

setiap kreditur yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan secara tertulis 
kepada Likuidator untuk:
a. mendapatkan Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi; dan/atau
b. mengajukan keberatan atas Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi tersebut
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 
tanggal pengumuman ini melalui alamat tersebut di bawah.

1.

2.

PENGUMUMAN HASIL 
PENGAMBILALIHAN

Pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 
133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Sumber Kreatif 
Indonesia (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia 
dan beralamat di Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 73A, 
Lantai 3 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang 
Prapatan, Jakarta Selatan, Indonesia, mengumumkan 
bahwa:
Gredu Asia Pte. Ltd., telah melakukan pengambilalihan 
sebagian besar saham dalam Perseroan yang merupakan 
hasil dari penerbitan saham baru dan pembelian saham 
yang telah ada di dalam  Perseroan pada tanggal 11 Juni 
2021.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi 
ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Juni 2021
Direksi PT Sumber Kreatif Indonesia

Iklan Pengumuman Hasil Pengambilalihan Uk. 1(36,5)x50 Neraca 15 Juni 2021.indd   114/06/21   13.02

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan pemenuhan 
ketentuan Undang-undang No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah 
Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk- 
Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat 
Dikompensasikan Sebagai Saham, maka 
dengan ini diumumkan bahwa PT. Indo 
Oil Perkasa, suatu perseroan terbatas yang 
berkedudukan di Mojokerto (Perseroan) 
telah mengkonversi hutang Perseroan 
kepada pemegang sahamnya sebesar 

 
ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi 

 
dua ratus ribu saham)  saham kepada 
yang dibagikan sesuai proporsi kepada 

 
Sutanto, Yonathan Widakdo Sutanto, 
dan Sulastri.

Mojokerto, 15 Juni 2021
PT. INDO OIL PERKASA

Direksi

NERACA 1 kolom x 60 mm
lebar  :  3,66 cm

Ukuran  : 2 Kolom X 100 mm
Media  : NERACA
Tgl Terbit : 15 JUNI 2021
File  : D2

PENGUMUMAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT PANCA GLOBAL KAPITAL TBK
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang 
Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 
22 Juli 2021.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Nomor 15/POJK.02/2020 (POJK 
15/2020), pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan 
pada tanggal 30 Juni 2021 paling sedikit melalui satu surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs web Bursa 
Efek,situs web Perseroan dan situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian 
Sentral Efek Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang 
saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang 
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 
pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.
Setiap usul pemegang saham akan dimasukan dalam mata acara Rapat jika 
memenuhi persyaratan sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 dan usul 
tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari 
sebelum pemanggilan Rapat.
Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham
Mengingat status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit virus 
Corona (Covid-19) dan POJK Nomor 15/POJK.02/2020, Perseroan akan 
menerapkan mekanisme pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI. 
Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mendelegasikan kuasanya 
kepada PT Ficomindo Buana Registrar Biro Administrasi Efek Perseroan 
melalui (“eASY.KSEI”).

Jakarta, 15 Juni 2021
Direksi

PT ASURANSI MEGA PRATAMA
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik 

Indonesia, yang berdomisili di Gedung Mega Pratama,  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 14 D, Pejaten Timur, Pasar Minggu, 

Jakarta Selatan, 12510
PENGUMUMAN TENTANG RENCANA 

PENGAMBILALIHAN
Dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) 
dan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Asuransi Mega Pratama 
(“Perseroan”) dan Direksi PT Wahana Mandiri Sentosa 
Cemerlang (“Pengambilalih”) dengan ini mengumumkan bahwa 
Pengambilalih bermaksud untuk membeli sejumlah saham saat 
ini pada Perseroan dari para pemegang saham Perseroan saat 
ini (“Rencana Pengambilalihan”) sehingga Pengambilalih akan 
menjadi pemegang saham pengendali baru Perseroan setelah 
penyelesaian Rencana Pengambilalihan.
Para kreditur atau pihak ketiga lainnya dapat menghubungi atau 
mengajukan pemberitahuan keberatan secara tertulis dalam waktu 
14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini 
kepada Direksi Perseroan, disertai dengan penjelasan mengenai 
alasan dan dasar dari keberatan tersebut, kepada alamat 
sebagaimana telah disebutkan di atas. Apabila tidak terdapat 
keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 
14 hari kalender, rencana Pengambilalihan akan dianggap telah 
disetujui.
Penyelesaian Rencana Pengambilalihan ini akan tunduk pada 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan persetujuan dari 
Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 15 Juni 2021
Direksi

PT Asuransi Mega Pratama

Ukuran  : 2 kolom x 100 mm
Media  : Neraca
Tgl. Muat  : 15 Juni 2021
File  : ASURANSI2K_pan_Mei21_D8

Jakarta, 15 Juni 2021
PT INTEGRA LOYALTI NUSANTARA

Direksi

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, bahwa akan dilakukan Peningkatan Modal dalam  
PT INTEGRA LOYALTI NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Utara 
(“Perseroan”),  sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan 
pemegang saham pengendali pada Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kepada pihak-pihak yang merasa 
keberatan atas rencana Peningkatan Modal tersebut dapat mengajukan 
keberatannya kepada Perseroan disertai dengan bukti yang sah ke alamat 
Perseroan, selambatnya 14 (empat belas hari) sejak iklan pengumuman 
ini terbit.

PENGUMUMAN

neraca ,
Selasa 15 Juni  2021
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PENGUMUMAN
PT. AZUDAN SEJAHTERA PERKASA,
berkedudukan d i Jakarta Utara
(Perseroan) dengan ini mengumumkan
bahwa berdasarkan akta Pernyataan
Keputusan Rapat, tgl  11  Juni  2021
Nomor : 4, dibuat oleh MINAR SIAHAAN,
SH,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi,
para  pemegang saham  telah menyetujui
Penegasan   Penurunan     Modal Dasar
Perseroan yang semula  Rp.
1.000.000.000, (satu milyar rupiah)
menjadi Rp. 300.000.000,-   (tiga ratus
juta rupiah) dan sekaligus penegasan
penurunan modal yang ditempatkan dan
d iset or Perseroan semula Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah), segala keberatan atas hal
tersebut diatas dapat disampaikan dalam
waktu 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal pengumuman ini ke PD
Pasar Jaya Pademangan Timur I, Jl.
Pademangan Timur, Jakarta Utara,
dengan tembusan kepada Kementerian
Hukum dan HAM RI Ditjen Administrasi
Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna  Said
Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Jakarta,15 Juni  2021
Direksi

PT. AZUDAN SEJAHTERA PERKASA


